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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia memiliki 
kewajiban untuk berpartisipasi dalam mensukseskan ASEAN Tourism Strategic 
Plan 2011-2015. Indonesia telah berkomitmen dan menjadi pencetus dalam 
melaksanakan ASEAN Community. Selnjutnya Indonesia juga melakukan 
implementasi rancangan strategis (blue print) melalui kebijakan nasional hingga 
daerah. 
 Indonesia menggunakan pendekatan otonomi daerah dalam proses 
adaptasi kebijakan dan implementasi ATSP di daerah. Berdasarkan kepada tiga 
poin utama ATSP yakni implementasi pengembangan produk kawasan dan 
pemasaran strategis investasi, peningkatan kualitas pelayanan dan Sumber Daya 
Manusia, peningkatan dan percepatan fasilitas pelayanan serta konektivitas 
ASEAN, dan diimplementasikan kedalam empat poin utama kebijakan 
kepariwisataan daerah Provinsi Sumatera Barat yakni pembangunan pemasaran 
pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata 
serta pembangunan kelembagaan pariwisata di Sumatera Barat.  
 Pada implementasi ATSP 2011-2015 yang dilakukan oleh pemerintah 
Sumatera Barat yakni hampir keseluruhanya diimplementasikan namun ada dua 
langkah strategis yang belum terlaksana yakni pada rancangan strategis 
pengelolaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) guna meningkatkan 
pariwisata ASEAN yang profesional dan  pengajuan visa tunggal untuk kawasan 
ASEAN, akan tetapi peneliti berasumsi bahwa pada point ini sekiranya dapat 
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mendukung kepariwisataan nasional maka indonesia seyogyanya mematuhi dan 
ikut serta dalam mensukseskan rancangan strategis tersebut. 
 ATSP akan langsung memberikan pengaruh pada kawasan dan negara 
anggota ASEAN tak terkecuali pemerintahan daerah. Dengan merancang dan 
merumuskan kebijakan pariwisata sesuai dengan ATSP serta kebijakan yang telah 
diatur pada level nasional sehingga dapat diimplementasikan ke daerah. Pada 
proses ini, pemerintah daerah dibantu oleh Kementrian Pariwisata Republik 
Indonesia. Kementrian Pariwisata berfungsi sebagai pemberi arahan, pembuat 
kebijakan serta pengawas dalam pelaksanaan kepariwisataan. Kementrian 
Pariwisata menjadi representasi dari kepariwisataan Indonesia di tingkat lokal, 
nasional dan internasional. Bentuk implementasi di Sumatera Barat memiliki 
treatment yang berbeda di setiap penyelesaian masalahnya, yang notabene 
memiliki penyesuaian kebijakan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah 
kabupaten/kota dalam menyelesaikan dan mengemas kebijakan daerah sserta 
pariwisata yang ada namun masih sejalan dengan kebijakan nasional. 
5.2 Saran 
Setelah menjalani penelitian ini, peneliti sadar bahwa kebanyakan peneliti 
di ilmu hubungan internasional cenderung  membahas aktor-aktor seperti sub-
nation government, state dan organisasi internasional. Sub-nation government 
aktor seperti pemerintah daerah yang seringkali terlupakan. Peneliti menyarankan 
peneliti selanjutnya dapat membahas kajian pemerintah daerah lainya dan 
memperkaya cakupan pembahasan dalam keilmuan Hubungan Internasional.  
 
 
